
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASLAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP D*SA DI

KABUPATEN LABUHANBATU

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

KABUPATEN LABUHANBATU



SALINAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 15 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI

KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
!

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72
ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, salah satu sumber pendapatan
Desa berasal dari alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2015 telah ditetapkan besaran dana
desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penetapan Besaran

pertimbangan
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Dana Desa Untuk Setiap Desa di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun
Anggaran 2015.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539); ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
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9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 297);

10. Peraturan Daerah
Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun
2015 Nomor 1).

Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
PENGALOKASIAN

PENETAPAN BESARAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN
LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN
2015

CARA DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
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yang diakui dan dihormati dalam unsur pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai
pelaksanaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Desa;

penyelenggaraan
pembangunan,

pemerintahan,
pembinaan

I

Pasal 2

. Rincian Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2015

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Labuhantu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:
a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi

secara merata kepada setiap Desa sebesar 90%
(sembilan puluh perseratus) dari Dana Desa
Kabupaten;
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b. alokasi bagian Formula sebesar 10% (sepuluh

perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagai berikut:
w = (0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap

total penduduk miskin Desa kabupaten/ kota yang
bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah
Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf b
bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu pada indeks
kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

melalui
pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari keija setelah Dana Desa diterima di
Rekening Kas Umum Daerah.

(1) Penyaluran dilakukanDana Desa
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(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh
perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua
puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan:
a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester

sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelahKepala Desa menyampaikan laporan realisasipengunaan Dana Desa semester I.
(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahundianggarkan dalam APBDesa.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untukmendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hakasal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yangdiatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 7

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja
• Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
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Pasal 8

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang
pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus)
untuk bidang pembangunan dan paling banyak 30%
(tiga puluh perseratus) untuk bidang pemberdayaan
masyarakat.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

UNTUK PEMBANGUNAN DESA
Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan
Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan
Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
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Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c untuk mendukung
target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 dan Rencana Keija Pemerintah (RKP) setiap
tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
a. mendukung kedaulatan pangan;
b. mendukung kedaulatan energi;
c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;

dan
d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf b didasarkan atas kondisi dan
potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM
Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya
dapat meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala

Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan

saluran untuk budidaya perikanan; dan
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.



- 10 -

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c didasarkan atas kondisi dan
potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM
Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya
dapat meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios

Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan

milik Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung

dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian

dan perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan temak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata; dan
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil

pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf d, didasarkan atas kondisi dan
potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM
Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya
dapat meliputi:
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:

1) zirkon;
2) kaolin;
3) zeolit;



4) bentonit;
5) silika (pasir kuarsa);
6) kalsit (batu kapur/gamping);
7) felspar; dan
8) intan.

b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1) onik;
2) opal;
3) giok;
4) agat;
5) topas;
6) perlit;
7) toseki;
8) batu sabak;
9) marmer;
10) granit;
11) kalsedon;
12) rijang {chertj ;
13) jasper;
14) krisopras;
15) garnet; dan
16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.

c. rumput laut;
d. hutan milik Desa; dan
e. pengelolaan sampah.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN
untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas
sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target
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RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang
diantaranya dapat mencakup:
a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang

dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok
usaha masyarakat Desa lainnya;

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada
warga masyarakat Desa;

e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat;

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;
dan

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat miskin;
5) kelompok nelayan;
6) kelompok pengrajin;
7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8) kelompok pemuda; dan
9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.
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Pasal 17

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat
setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan
Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli

tahun anggaran berjalan; dan
b. semester II paling lambat minggu keempat bulan

Januari tahunanggaran berikutnya.

I
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Pasal 19

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau
laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa
dan/atau laporan realisasi penggunaan semester
sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang
melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa
yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Di
Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini denganmenempatkannya dalam Berita Daerah KabupatenLabuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 April 2015 I

!

!BUPATI LABUHANBATU,
ttd

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR
Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 15 Tahun 2015
Tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd
ALT USMAN HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN/HUKUM SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA
NIP. 19741119 200502 2 001



Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 15 Tahun 2015
Tanggal : 24 April 2015

DAFTAR RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
Dl KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015

NO DANA DESA (Rp)DESA KETERANGAN
1SIBARGOT Rp 292.864.000
2 BANDAR KUMBUL Rp 287.400,000
3 TANJUNG MEDAN Rp 306.002.000
4 JANJI Rp 296.788.000
5 TEBING LINGGAHARA Rp 296.290.000
6 AFD.I RANTAUPRAPAT Rp 276.596.000
7 AFD.II RANTAUPRAPAT Rp 273.232.000
8 AEK BURUSELATAN Rp 271.360.000
9 KAMPUNG BARU Rp 289.118.000

10 TB LINGGAHARA BARU Rp 287.099.000
11 PERK. SENNAH Rp 275.480.000
12 PERK. NEGERI LAMA Rp 275.752.000
13 PERK. BILAH Rp 272.770.000
14 KAMPUNG BILAH Rp 283.117.000
15 NEGERI LAMASEBERANG Rp 290.910.000
16 SEI TAMPANG Rp 316.269.000
17 SELAT BESAR Rp 305.780.000
18 TANJUNG HALOBAN Rp 293.215.000
19 SIDOMULYO Rp 289.873.000
20 SEI TAROLAT Rp 290.721.000
21 SEI KASIH Rp 291.436.000
22 LINGGATIGA Rp 285.076.000
23 TANJUNG SIRAM Rp 291.386.000
24 PEMATANG SELENG Rp 288.304,000
25 PERBAUNGAN Rp 288.056.000
26 GUNUNGSELAMAT Rp 278.331.000
27 EMPLASEMEN AEK NABARA Rp 284.989.000
28|BANDAR TINGGI Rp 286.069.000
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29 KAMPUNG DALAM Rp 291.278.000
30 PONDOK BATU Rp 288.406.000
31 MERANTI Rp 277.850.000
32 N-lAEK NABARA Rp 272.534.000
33 N-2 AEK NABARA Rp 273.013.000
34 N-3 AEK NABARA Rp 273.706.000
35 N-4 AEK NABARA Rp 272.558.000
36 N-5 AEK NABARA Rp 270,729.000
37 N-6 AEK NABARA Rp 275.366.000
38 N-7 AEK NABARA Rp 273.514.000
39 N-8 AEK NABARA Rp 273.073.000
40 S-lAEK NABARA Rp 274.276.000
41 S-2 AEK NABARA Rp 274.506.000
42 S-3 AEK NABARA Rp 272.566.000
43 S-4 AEK NABARA Rp 275.234.000
44 S-5 AEK NABARA Rp 272.817.000
45 S-6 AEK NABARA Rp 276.933.000
46 SIDORUKUN Rp 296.154.000
47 TEBINGTINGGI PANGKATAN Rp 274.290.000
48 PERKEBUNAN PANGKATAN Rp 272.262.000
49 KAMPUNG PADANG Rp 309.775.000
50 PANGKATAN Rp 303.048.000
51 SENNAH Rp 298.159.000
52 TANJUNG HARAPAN Rp 291.570.000
53 SEI PELANCANG Rp 289.399.000
54 SEI SIARTI Rp 313.283.000
55 SEI NAHODARIS Rp 288.200.000
56 SEI MERDEKA Rp 294,414.000
57 SEI RAKYAT Rp 308.636.000
58 SELATBETING Rp 301.680.000
59 BAGAN BILAH Rp 296.478.000
60 TELAGASUKA Rp 296.788.000
61 PASARTIGA Rp 289.823.000
62 SEI PENGGANTUNGAN Rp 315.098.000
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63 SEI LUMUT Rp 291,207,000
64 SEI TAWAR Rp 287,184,000
65 SEI SANGGUL Rp 312,801,000
66 SEI SAKAT Rp 295,858,000
67 SEI BARU Rp 299,907,000
68 WONOSARI Rp 289,587,000
69 TANJUNG SARANG ELANG Rp 297,423,000
70 PERK. AJAMU Rp 282,447,000
71 TELUK SENTOSA Rp 315,266,000
72 CINTA MAKMUR Rp 292,554,000
73 SEI SENTOSA Rp 294,604,000
74 MERANTI PAHAM Rp 302,005,000
75 SEIJAWI-JAWI Rp 311,086,000

Jumlah Rp 21,663,628,000

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN SETDAKAB,

SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA
NIP. 19741119 200502 2 001


